Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG

TARIF LAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum serta ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

v AR



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega_ra. Republik
[Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor o679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5617);



9.

10.

11.
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13.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); _

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun
2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun
2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 915);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2014 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2016 Nomor 14);



Menetapkan

-

17. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012 Nomor 49);

18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dj
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

L. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

2. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa vang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Laboratorium adalah Laboratorium Lingkungan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi

Sumatera Selatan.
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5. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium

Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi
ckuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau
jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum
Daerah.
Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk
imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan
untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah wuntuk

menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan
kelangsungan (sustainabilitas) layanan di Laboratorium

sesual standar yang ditetapkan.

(2] Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a. terselenggaranya layanan pada Laboratorium vyang
bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan

pemberian layanan di Laboratorium.

BAB II
TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis dan Tarif Layanan
Pasal 3

(1) Ruang lingkup layanan pada Laboratorium yang dapat

dikenakan tarif, terdiri atas:

a. pengujian parameter kualitas lingkungan;
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b. pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan;
c. pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan
lainnya.
(2) Ketentuan mengenai jenis dan tarif layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Prinsip Penetapan Besaran Tarif Layanan.
Pasal 4

(1) Prinsip penetapan besaran tarif layanan vaitu untuk
meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan,
pemeliharaan aset dengan tidak hanya mengutamakan
mencari keuntungan semata, dan memperhatikan daya
saing serta kemampuan ekonomi masyarakat.

(2) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada
biaya satuan (unit cost) dengan memperhatikan
kemampuan masyaraket dan asas kepatutan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus
Pasal 5

Tarif pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} huruf a, belum termasuk
bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan penelitian
oleh mahasiswa dan/atau pihak lain.

Pasal 6
Tarif pelaksanaan sampling parameter kualitas lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, belum
termasuk transportasi dan/atau akomodasi yvang diperlukan
pada saat dilaksanakan kegiatan.

Pasal 7

(1) Tarif pemakaian peralatan untuk penelitian dan kegiatan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢, untuk kegiatan penclitian oleh pengguna layanan
(customer) belum termasuk alat dan/atau bahan kimia
habis pakai yang dipergunakan secara langsung oleh
peneliti atau pengguna layanan (customer) dan tidak
disediakan oleh Laboratorium.
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(2) Alat dan bahan kimia habis pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dipergunakan secara langsung oleh
analis/peneliti atau pengguna layanan (customer] di luar
komponen jasa sarana yang bersifat khusus dan tidak
disediakan Laboratorium, menjadi tanggungan pengguna
Jasa (customerj atau penjamin.

BAB 111
KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN TARIF
Pasal 8 '

(1) Gubernur  dapat memberikan keringanan dan/atau
pembebasan tarif layanan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengguna jasa layanan Laboratorium selaku Wajib Bayar
dan/atau Penjamin dapat mengajukan keberatan kepada
Kepala Laboratorium.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
taril layanan dan pelaksanaan penagihan tarif layanan.

(4) Pemberian keringanan dan pembebasan tarif layanan

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN
Pasal 9

(1) Pengelolaan pendapatan dan pengenaan tarif pada
Laboratorium dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan
delam suatu perjanjian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pendapatan hasil layanan pada Laboratorium dapat
dimanfaatkan sebagai jasa pelayanan, biaya operasional,
dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Laboratorium.
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BABV
PEMBINAAN
Pasal 11

(1) Pembinaan teknis terhadap Laboratorium selaku BLUD,
dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembinaan keuangan terhadap Laboratorium selaku BLUD,
dilakukan oleh PPKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 7 Azustus 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal

T Apustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 39
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